BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    82    TAHUN 2007
TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas , fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Bantul;


	
	

	MEMUTUSKAN  :



	Menetapkan  :
	PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  KABUPATEN BANTUL




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

2. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul;

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul;

4. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul;

5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul;

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ata ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.

BAB II

RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2
Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai Ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua 

Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan;

b. menyiapkan bahan kerja Sekretariat Dinas;

c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan kesekretariatan;

d. mengumpulkan , mengolah dan menyajikan data rencana anggaran  dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;

e. menyelenggarakan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga , urusan hukum , urusan kepegawaian ,urusan gaji pegawai, monitoring dan pelaporan , tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana;

f. menyelenggarakan pembinaan  dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana dan prasarana serta perpustakaan Dinas;
g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. memberikan saran dan atau pertimangan kepada Kepala Dinas mengenai langkahatau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan dibidang tugasnya;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;

k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksnaan tugas Secretariat Dinas.

Pasal 4

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
b. menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Umum;
c. melaksanakan upaya penyelesaian hukum yang  berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas;
d. melayani tata naskah dinas, humas, dan protocol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;
e. mengelola kebersihan , ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas;
f. menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

g. mengumpulkan, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

h. menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungional;

i. menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. mneyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian;

k. menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan pegawai;

l. melaksanakan administrasi dan kearsipan pegawai;

m. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga Sekretariat;

n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;

o. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretariat Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;

q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksnaan tugas.

Pasal 5

Sub Bagian Keuangan Dan Aset mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan Dan Aset  untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;
b. menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Keuangan Dan Aset;

c. mengurus dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan system akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan;

h. mengadakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga Dinas;

i. melaksanakan administrasi , inventarisasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang;

j. menyimpan , memelihara, mendistribusikan dan mengusulkan penghapusan barang;

k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;

l. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretariat Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;

n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan Dan Aset .

Pasal 6

Sub Bagian Program mempunyai tugas :
a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program  untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan;

b. menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Program;

c. menghimpun , menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan program dan Kegiatan Dinas;
d. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program dinas;
e. merencanakan target pendapatan dalam upaya penggalian sumber PAD;

f. koordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

g. menyusun dan mengelola data base;

h. mengkoordinasi penyusunan RKP dan RKA Dinas;

i. menyusun petnjuk pelaksanaan dan teknis Sub Bagian Program;

j. menginventarisasi , mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;

k. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan , mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; 

m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program.

Bagian Ketiga
Bidang Sarana , Obyek dan daya Tarik Wisata
Pasal 7

Bidang Sarana , Obyek dan daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

a. menyusun program bidang Sarana , Obyek dan daya Tarik Wisata sesuai dengan rencana strategis dinas ;
b. menyelenggarakan pembinaan  dan pengembangan usaha sarana wisata dan fasilitas wisata;

c. melaksanakan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi produk wisata dan pengembangan potensi wisata;

d. menyelenggarakan dan mengembangkan  pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;
e. menyelenggarakan dan mengembangkan  pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya;

f. menyelenggarakan dan mengembangkan  pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus;

g. menyusun evaluasi dan laporan pelaksaan tugas.

Pasal 8

Seksi Sarana dan Prasarana Wisata  mempunyai tugas :

a. menyusun program bidang Sarana dan Prasarana Wisata sesuai dengan rencana strategis dinas;
b. melaksanakan pembinaan  dan pengembangan usaha  pariwisata;

c. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dan prasarana wisata;

d. melaksanakan pemantauan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas wisata di obyek wisata;
e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan bidang sarana dan prasarana wisata dalam rangka pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi produk wisata dan pengembangan potensi wisata;

f. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha sarana wisata pada obyek wisata dan sarana wisata;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha sarana wisata dan prasarana wisata;

h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Wisata;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.


Pasal 9

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata   mempunyai tugas :

a. menyusun program Seksi  Pengembangan Daya Tarik Wisata   sesuai dengan rencana strategis dinas;
b. melaksanakan inventarisasi dan pengembangan potensi, serta fasilitasi kepariwisataan daerah;
c. melaksanakan inventarisasi dan analisa bahan pengembangan daya tarik wisata;

d. melaksanakan pembinaan  dan  Pengembangan Daya Tarik Wisata  Alam, budaya, minat khusus dan sumber daya manusia pariwisata;

e. mengemas potensi budaya dan seni tradisional serta memanfaatkan sumber daya alam untuk  meningkatkan daya tarik wisata;

f. memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan daya tarik wisata baik yang berupa wisata alam, wisata budaya dan minat khusus;

g. melaksanakan koordinasi dengan asosiasi  pariwisata , instansi terkait dan mitra kerja untuk meningkatkan daya tarik wisata

h. melaksanakan penelitian dan pengkajian tempat-tempat rekreasi dan hiburan umum dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;

i. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran dan Kemitraan
Pasal 10

Bidang Bidang Pemasaran dan Kemitraan mempunyai tugas :
a. menyusun program kerja bidang Pemasaran dan Kemitraan;

b. melaksanankan pengkajian Bidang Pemasaran dan Kemitraan;
c. melaksanakan promosi dan pemasaran pariwisata;

d. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;

e. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan sumber daya manusia bidang pariwisata;

f. melaksanakan pengembangan pemasaran dan kemitraan bidang kepariwisataan baik di dalam maupun di luar negeri;
g. memberikan rekomendasi perijinan usaha pariwisata dan pelayanan informasi bidang pariwisata;

h. melaksanakan monitoring dan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pemasaran dan kemitraan;

i. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
Pasal 11

Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata sesuai dengan rencana strategis dinas;
b. melaksanankan pengkajian Bidang Promosi dan Bimbingan Wisata;
c. melaksanakan kegiatan promosi;

d. melaksanakan bimbingan wisata dan pelayanan informasi;

e. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten lain, industri pariwisata, asosiasi dan pelaku wisata;

f. melaksanakan koordinasi dalam rangka memfasilitasi kegiatan promosi dan bimibingan wisata terpadu antar industri pariwisata, stake holder dan asosiasi dan pelaku wisata;

g. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;
h. memfasilitasi kegiatan masyarakat sadar wisata;

i. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 12

Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja Seksi Kemitraan Usaha sesuai dengan rencana strategis dinas;
b. melaksanankan kajian pengawasan dan pengendalian bidang kemitraan;
c. melaksanakan koordinasi dengan asosiasi pramuswisata, indtansi terkait dan mitra kerja pariwisata untuk penggalian, pengembangan dan pengenalan pariwisata;

d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pariwisata sesuai arah pengembangan kepariwisataan’

e. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap diversifikasi produk wisata dan alternative kerja baru kepada masyarakat pariwisata;
f. memberikan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum dalam bidang usaha-usaha pariwisata;

g. memberikan bimbingan teknis dibidang perijinan kepada masyarakat yang bergerak di bidang usaha pariwisata;

h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kepemilikan ijin usaha wisata;

i. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sSeksi Kemitraan Usaha;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Kelima

Bidang Kebudayaan
Pasal 13

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :
a. menyusun program kerja Bidang Kebudayaan;
b. melaksanakan pengkajian Bidang Kebudayaan;

c. melaksanakan pelestarian nilai budaya, tradisi, kesenian, bahasa dan sastra;

d. melaksanakan pelestrarian, pemeliharaan dan perlindungan benda-benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya;

e. melaksanakan pengembangan dan publikasi permusiuman daerah;

f. melaksanakan inbentarisasi peninggalan sejarah kepurbakalaan;

g. melaksanakan perlindungan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan;

h. menyusun evaluasi dan laporan Bidang Kebudayaan;

Pasal 14
Seksi Budaya dan Kesenian mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja seksi Budaya dan Kesenian sesuai dengan rencana strategis dinas;

b. melaksanakan pembinaan teknis dan asistensi serta pelestarian budaya, tradisi dan kesenian;

c. melaksanakan kajian terhadap upacara adapt dan tradisi;

d. melaksanakan kajian sesi tradisi, kontemporer dans eni modern;

e. melaksanakan kajian terhadap bahasa dan sastra;
f. memfasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra;

g. memfasilitasi kegiatan kesenian daerah pada event-event regional, nasional, internasional sebagai upaya pembinaan kesenian daerah;

h. mengembangkan dan melindungi kesenian daerah;

i. memberi rekomendasi dan perijinan kegiatan kesenian pada event-event regional, nasional dan internasional;

j. mengembangkan nilai budaya dan tradisi serta budi pekerti masyarakat dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

k. memfasilitasi dan mendorong terjadinya proses kreatifitas dalam rangka pengembangan kesenian dan apresiasi masyarakat;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;

m. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
Pasal 15
Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sesuai dengan rencana strategis dinas;
b. melaksanakan inventarisasi , dokumentasi, penyajian data, informasi Sejarah dan Kepurbakalaan dan permusiuman;

c. melaksanakan pengkajian peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan beserta situsnya;

d. melaksanakan penggalian , inventarisasi peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan beserta situsnya;
e. melaksanakan pelestarian cagar budaa dan pengembangan kawasan cagar budaya;

f. melaksanakan pelestarian, pembinaan dan engembangan permusiuman;

g. memberi rekomendasi perijinan, penggalian dan rehabilitasi terhadap benda cagar budaya;

h. mengembangkan benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya sebagai pusat penelitian serta aktifitas social budaya masyarakat;
i. mendorong partisipasi masyarakat sekitar benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya serta desa budaya dalam mengambil manfaat keberadaan artefak peninggalan budaya;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
k. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 16

Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Perturan Bupati Tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;

b. mengumpulkan , mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;

c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan perundang-undangan  yang berlaku;

d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang dimabil sesuai bidangnya;

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

BAB III
FUNGSI

Pasal 18

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban menjadi teladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan , setiap pimpinan suatu organisasi mengadakan rapat berkala.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 23

Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas.
BAB V

URAIAN TUGAS
Pasal 24
Uraian tugas masing-masing satuan organisasi dan personilnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 13 Desember 2007
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor       73         Tahun 2007
Tanggal    13 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858
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